SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Role Model dalam Pembangunan Zona Integritas
merupakan individu atau pimpinan yang menjadi
pelopor, contoh, atau teladan dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme, menciptakan budaya kerja dan pola pikir,
serta memberikan pelayanan publik yang prima guna
mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang
Penetapan Role Model Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 444);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 1 tahun 2026 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
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dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bantul Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 6 tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Role Model Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Role Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas sebagai teladan dan contoh, serta mendorong dan
memotivasi kepada seluruh pegawai agar secara konsisten
menerapkan 6 (enam) area perubahan terkait dengan
pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
3 TEFARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM HREERASEN SREICL,
HE .Q%\ BANTUL ttd
fPBagian Hukum dan ’
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JOKO SANTOSA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026
NO. NAMA JABATAN
1. | Joko Santosa, S.H.I, M.H.I Ketua KPU
2. | Wuri Rahmawati, M.Sc Anggota KPU
3. | Arya Syailendra, S.Pt Anggota KPU
4. | Mestri Widodo, S.I.P, M.M Anggota KPU
5. | Imron Hidayatullah, S.Hum Anggota KPU
6. | Yayulianto, S.E, M.I.P Sekretaris KPU
7. | Rahmat Purwono, S.IP, M.A Kasubbag Keuangan, Umum dan
Logistik
8. | Deny Widyaningsih, S.H Kasubbag yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9. | Wisnu Dani Kusumo, S.H Kasubbag yang membidangi
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan
Sumber Daya Manusia
10. | Ayu Putriningtyas, S.H, M.A Kasubbag Perencanaan, Data dan
Informasi

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2026
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